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Abstract: The Merdeka Belajar policy was launched to improve the quality of education 

by strengthening school autonomy and providing flexibility in the learning process. 

However, its implementation still faces several challenges, particularly regarding human 

resource readiness, capacity disparities between schools, and weak policy analysis at the 

school level. This study analyzes the implementation of the Merdeka Belajar policy using 

the L-EARN (Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) Model as a 

framework. The method used was an Integrative Literature Review (ILR) by reviewing 

various leading international journal articles and national education policy documents. 

Data analysis was conducted through four stages: content analysis, thematic mapping, 

conceptual model development, and contextual analysis. The results show that the main 

challenges in implementing this policy include limited teacher capacity, low levels of data 
literacy in schools, and suboptimal instructional leadership. The use of the L-EARN 

Model helps identify gaps between regulations and learning practices and provides a more 

contextual and sustainable direction for policy improvement. The conclusions of this 

study indicate that the implementation of Merdeka Belajar requires an adaptive, 

participatory, and sustainable policy learning process to truly drive improvements in 

education quality.  

Keywords: Independent Learning; education policy analysis; L–EARN Model; 

education quality 

 

Abstrak: Kebijakan Merdeka Belajar dicanangkan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan dengan memperkuat otonomi sekolah serta memberikan fleksibilitas dalam 

proses pembelajaran. Meski demikian, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah 
tantangan, terutama menyangkut kesiapan sumber daya manusia, ketimpangan kapasitas 

antar sekolah, dan lemahnya analisis kebijakan di tingkat sekolah. Penelitian ini 

menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar dengan menggunakan Model L–

EARN (Listen, Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) sebagai kerangka berpikir. 

Metode yang digunakan berupa Integrative Literature Review (ILR) dengan mengkaji 

berbagai artikel jurnal internasional terkemuka dan dokumen kebijakan pendidikan 

nasional. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: analisis konten, pemetaan 

tematik, pengembangan model konseptual, dan analisis kontekstual. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini antara lain 

keterbatasan kapasitas guru, rendahnya tingkat literasi data di sekolah, dan belum 

optimalnya kepemimpinan pembelajaran. Penggunaan Model L–EARN membantu 
mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan praktik pembelajaran serta memberikan 

arah perbaikan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Simpulan dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Merdeka Belajar membutuhkan proses 

pembelajaran kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk benar-benar 

mendorong peningkatan mutu pendidikan. 

Kata kunci: Merdeka Belajar; analisis kebijakan pendidikan; Model L–EARN; mutu 

pendidikan 
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Kebijakan Merdeka Belajar merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki mutu 

pendidikan nasional, dengan menekankan kemandirian sekolah, keluwesan kurikulum, serta 

pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Kebijakan ini hadir sebagai jawaban atas tantangan 

pendidikan masa kini, seperti kebutuhan penguatan kompetensi, pemanfaatan teknologi, dan 

pemerataan kualitas pembelajaran (Rohmatika, 2023). Merdeka Belajar diharapkan mendorong 

sekolah dan guru menjadi motor utama perubahan. Namun, sejak diterapkan, kebijakan ini 

menghadapi kendala baik secara struktural maupun kultural. Banyak sekolah masih belum benar-benar 

memahami Merdeka Belajar sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran, melainkan sekadar 

perubahan administratif (Norainun, 2024). Akibatnya, pelaksanaan di lapangan kerap tidak seragam 

dan belum memberikan dampak optimal terhadap kualitas pendidikan. 

Situasi ini menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas pelaksanaan kebijakan di tiap satuan 

pendidikan. Pada beberapa sekolah, Merdeka Belajar berhasil mendorong inovasi dalam 

pembelajaran, sedangkan di sekolah lain, implem entasinya masih bersifat simbolis dan administratif. 

Kesenjangan kapasitas sumber daya manusia tersebut berdampak langsung pada capaian mutu 

pembelajaran dan pemerataan kualitas pendi dikan (Lembong et al., 2023). 

Selain itu, Kebijakan Merdeka Belajar memiliki kerangka hukum nasional sebagai acuan, yaitu: 

1. (Permendikbud, 2020) tentang Rencana Strategi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2. 

(Permendikbud, 2022) tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan 

Pembelajaran 3. (Permendikdasmen, 2025) tentang Pembelajaran Mendalam dan Pemanfaatan 

Kecerdasann Buatan dalam Pembelajaran. Penyelenggaraan Asesmen Nasional dan SP merupan alat 

pengukuran lain pendidikan mutu pembelajaran. Pada kenyataanya, dokumen kebijakan tersebut 

meski telah memetakan arah kebijakan bersifat progresif. 

Sejumlah persoalan implementasi tersebut menunjukkan bahwa analisis kebijakan Merdeka 

Belajar tidak cukup hanya dibatasi dalam hal kepatuhan administratif sekolah atau konsistensi dengan 

regulasi. Dibutuhkan kerangka analisis kebijakan yang dapat membaca keadaan kontekstual satuannya 

pendidikan, memahami kondisi dan peran aktor kebijakan, menelusuri akar permasalaan 

implementasi, sekaligus mengawal proses pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. oleh sebab itu, 

pada dasarnya penelitian ini menggunakan model pendekatan analitis Model L–EARN (Listen, 

Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) untuk mendalami dinamika implementasi kebijakan 

Merdeka Belajar secara komprehensif. Model ini dipilih karena proses pembelajaran kebijakan yang 

kontekstual, partisipatif, dan adaptatif mampu menjelaskan hubungan dan menjembatasi antara 

regulasi kebijakan dengan praktik pembelajaran di sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan Merdeka Belajar menggunakan Model L–EARN sebagai kerangka analisis kebijakan. 

Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan, 

menganalisis kesenjangan antara regulasi dan praktik pembelajaran di sekolah, serta merumuskan arah 

perbaikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Kontribusi penelitian ini 
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diharapkan dapat memperkaya kajian analisis kebijakan pendidikan serta memberikan dasar 

konseptual bagi penguatan implementasi Merdeka Belajar secara berkelanjutan. 

 

METODE 

Penelitian ini menerapkan metode Tinjauan Literatur Integratif (Integrative Literature 

Review/ILR).  Metode ini dipilih karena dapat mengintegrasikan hasil-hasil empiris dan konsep dari 

berbagai penelitian guna membangun pemahaman komprehensif mengenai implementasi kebijakan 

pendidikan. ILR memiliki sifat sintesis dan memungkinkan pengembangan kerangka konseptual 

kebijakan yang adaptif serta kontekstual, terutama untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan 

Merdeka Belajar di tingkat sekolah (Barlian et al., 2023). 

Analisis dilakukan melalui empat tahapan sistematis: analisis konteks, pemetaan tematik, 

pengembangan model konseptual, dan analisis kontekstual. Data penelitian diambil dari artikel jurnal 

internasional bereputasi yang membahas implementasi kebijakan publik dan pendidikan, serta 

dokumen kebijakan pendidikan nasional yang relevan. Pemilihan artikel didasarkan pada kriteria 

inklusi dan eksklusi untuk menjamin relevansi dan kualitas literatur. Model L–EARN (Listen, 

Empathize, Analyze, Recommend, Navigate) digunakan sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan 

dinamika pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi 

perbaikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Kriteria inklusi dan eksklusi 

ditetapkan agar literatur yang dianalisis benar-benar relevan, kredibel, dan sesuai tujuan penelitian. 

Kriteria ini membantu peneliti memilih artikel yang tepat sekaligus menghindari literatur yang tidak 

mendukung analisis kebijakan Merdeka Belajar.  

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Ekslusi 

Kategori Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi 

Jenis 
Sumber 

Artikel jurnal, buku, laporan resmi 
pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi 

ilmiah 

Blog pribadi, opini media, konten 
tanpa 

dasar ilmiah 

Topik MembahasMerdekaBelajar, Kurikulum 

Merdeka, mutu pendidikan, atau
 analisis kebijakan 

Topik tidak terkait pendidikan atau 

tidak membahas kebijakan 

Tahun 

Publikasi 

Terbit dalam 10 tahun terakhir atau lebih lama 

jika 

sangat relevan 

Literatur  lama  yang  tidak  

relevan 

dengan konteks kebijakan saat ini 

Aksesibilitas Tersedia dalam bentuk teks lengkap (full text) Hanya tersedia abstrak atau cuplikan 

Kredibilitas Terbit pada jurnal bereputasi, sumber 

resmi 

pemerintah, atau lembaga penelitian 

Sumber tidak terverifikasi atau 

tidak 

memiliki standar ilmiah 

Bahasa Bahasa Indonesia atau Inggris Bahasa lain yang tidak dapat 
diverifikasi 

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026 

 

Analisis pada penelitian ini dilakukan secara sistematis dan saling terhubung. Tahap awal 

berupa Analisis Konten, yakni telaah mendalam terhadap setiap artikel terpilih untuk mengidentifikasi 
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strategi kebijakan, faktor pendukung keberhasilan, hambatan pelaksanaan, serta konteks kebijakan 

pada masing-masing penelitian. Tujuan tahap ini adalah memperoleh gambaran komprehensif tentang 

dinamika evaluasi, implementasi, dan perumusan kebijakan (Khanal et al., 2025). Selanjutnya, 

dilakukan Pemetaan Tematik dengan mengelompokkan hasil analisis isi ke dalam dimensi utama 

siklus kebijakan publik: perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pemetaan dilakukan melalui 

pengkodean terbuka dan aksial guna memetakan hubungan antar komponen kebijakan  (Badar & 

Hidayat, 2023). Tahap ketiga adalah Pemodelan Konseptual, yaitu proses menggabungkan seluruh 

hasil pemetaan tematik ke dalam sebuah kerangka faktor. Model konseptual yang dibuat mencakup 

faktor-faktor utama implementasi kebijakan yang ditemukan pada tahap sebelumnya, termasuk 

keterpaduan antara proses kebijakan, peran para aktor, serta konteks kelembagaan yang 

melingkupinya. Model ini juga menunjukkan baik hubungan langsung maupun tidak langsung antar 

variabel, serta mekanisme umpan balik yang menjelaskan bagaimana perubahan pada satu unsur bisa 

memengaruhi dinamika kebijakan secara keseluruhan. Selain itu, kerangka ini diperkuat dengan unsur 

pembingkaian normatif agar proses kebijakan sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. 

Tahap keempat adalah Analisis Kontekstual, yaitu proses menilai model kebijakan yang telah 

disusun dalam konteks kebijakan pendidikan nasional di Indonesia. Pada tahap ini, relevansi model 

terhadap penerapan peraturan terbaru mengenai pembelajaran mendalam dan pemanfaatan kecerdasan 

buatan (AI) dalam pendidikan dianalisis secara khusus. Tujuan analisis kontekstual adalah menguji 

kesesuaian, validitas, serta kegunaan model dalam praktik kebijakan pendidikan di Indonesia. Proses 

ini diperkuat melalui triangulasi konseptual dengan merujuk pada studi tentang kepemimpinan 

transformasional, tata kelola adaptif, dan pembelajaran kebijakan (Zhang et al., 2024). Dengan 

demikian, ILR memadukan berbagai sumber literatur untuk membangun kerangka model kebijakan 

yang strategis, relevan, dan aplikatif pada tataran implementasi pendidikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL  

Penelitian yang menggunakan pendekatan Tinjauan Pustaka Integratif (Integrative Literature 

Review/ILR) menemukan empat tahapan sistematis yang saling melengkapi, yaitu analisis konten, 

pemetaan tematik, pemodelan konseptual, dan analisis kontekstual. Keempat tahapan ini membentuk 

rangkaian analisis yang terintegrasi dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan, khususnya 

pada kebijakan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan (AI). Analisis 

konten memberikan wawasan mendalam tentang strategi kebijakan, tantangan implementasi, serta 

faktor-faktor keberhasilan yang ditemukan dalam berbagai literatur. Temuan tersebut kemudian 

dipetakan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan struktur dalam siklus kebijakan 

publik. Pemodelan konseptual lalu merangkum temuan tematik ke dalam model kebijakan yang 

menggambarkan keterkaitan antar variabel, peran para aktor, serta mekanisme umpan balik dalam 

pelaksanaan kebijakan. Tahap akhir, analisis kontekstual, menempatkan model kebijakan tersebut 
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dalam konteks kebijakan pendidikan nasional Indonesia, sehingga model yang dihasilkan menjadi 

relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan implementasi kebijakan terkini. Secara keseluruhan, integrasi 

keempat tahapan ILR ini menghasilkan model kebijakan publik yang lebih fleksibel, responsif, dan 

mudah diadaptasi untuk mendukung perubahan serta pengembangan kebijakan pendidikan berbasis 

pembelajaran mendalam dan kecerdasan buatan di Indonesia. 

 

 

 

Tabel 2.Hasil analisis dan integrasi dari literatur  

 

Penulis 

,Tahun 

Judul Jurnal 

(Indeksasi) 

Metode Desain Temuan Dimensi 

Kebijakan 

(Rosidin 
et al., 

2025)   

Exploring 

Education al 

Policy Innovation 

and Curriculum 

DevelopmentinInd

onesian Higher 

Education: A 

Systematic Review 

Journal of 
Education 

Culture 

and 

Society 
(Scopus) 

Tinjauan 
pustaka 

sistematis 

Kajian 
literatur 

komprehens

f 

Kurikulum 
Merdeka 

Belajar 

memilih jalur 

belajar, 
namun masih 

ada 

kesenjangan 
fasilitas antar 

sekolah 

Pelaksanaa
n (evaluasi 

kebijakan), 

Kepemimpi

nan (peran 
siswa), 

Kesetaraan 

(distribusi 
sumber 

daya). 

(Arar et 

al., 
2024) 

Acritical analysis of 

education policy in 
turbulent times:A 

comparativ e study 

Power and 

Education 
(Scopus 

Q2) 

Analisis 

kualitatif 
kompara 

tif (kajian 

dokumen) 

Studi kasus 

komparatif 
(5negara 

MENA, 

COVID- 
19) 

Kebijakan 

pendidikan 
awalnya 

sentralistik 

menghadapi 
kendala 

daring dan 

hambatan 
struktural, 

serta kurang 

inovatif dan 

merata. 

Implementa

si 
(sentralisasi 

kebijakan, 

hambatan 
teknis); 

Kepemimpi

nan (top-
down); 

Ekuitas 

(hasil 

pendidikan 
tidak 

merata). 

(Oo et 
al., 

2025) 

Shaping leadership 
and inclusive 

education: insights 

from Cambodia, 

Myanmar, and 
Vietnam 

Internatio
nal 

Journal of 

Developm

ent al 
Disabilitie

s (Scopus) 

Studi 
kasus 

komparaf 

kualitatif 

(peneliti 
lokal) 

Studi kasus 
komparatif 

(3negara 

Asia 

Tenggara) 

Pendidikan 
inklusif 

didorong 

SDG4, tapi 

terhambat 
pelatihan 

guru, 

infrastruktur, 
dan stigma. 

Diperlukan 

kepemimpina
n sekolah, 

kebijakan 

kuat, dan 

Kepemimpi
nan (kepala 

sekolah 

inklusif), 

Kolaborasi 
(lintas 

sektor), 

Implement
askebijakan 

inklusi), 

Ekuitas 
pendidikan 

tanpa 

diskriminas
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kolaborasi 
sektor. 

 

i. 

(Holst 

et al., 
2025) 

Sustainabel ity at 

the core of quality 
education: Wished 

for by principals but 

requiring collective 
and atructural 

action 

Cleaner 

Productio
n (Scopus 

Q1) 

Nasional 

(n=1310) 
dan 

wawancar

a (mixed 
method) 

Mixed 

Method 
(survey&w

awancara di 

sekolah) 

80% kepala 

sekolah ingin 
pendidikan 

berkelanjutan 

jadi prioritas, 
tapi 

praktiknya 

masih minim 

dan 
terkendala 

sumber daya 

serta struktur. 
Diperlukan 

prioritas 

kebijakan 
dan kerja 

kolektif. 

Berkelanjut

aKepemim
pinan 

(perspektif 

kepala 
sekolah) 

Implement

asi 

(kebijakan 
berkelanjut

an belum 

terintegrasi
Kolaborasi 

(aksi 

kolektif 
antar 

pemangku 

kebijakan) 

(Ghamr
awi, 

2023) 

Toward agenda 
2030 in education: 

policies and 

practices for 

effective 

Education
al 

Research 

forPolicy 

and 
Practice 

(Scopus 

Q2) 

Riview 
kebijakan 

dan 

wawancar

mendala
m (MOE) 

Stusi kasus 
nasional 

(Katar, 

kerangka 

UNESCO) 

Menegaskan 
bahwa 

otonomi 

sekolah, 

kepemimpina 
intruksional, 

dan tata 

kelola 
(governance) 

memainkan 

peran krusial 

Kepemimpi
nan 

intruksiona

l otonomi 

implementa
si kerangka 

regulasi  

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026 
 

Lima artikel ilmiah internasional yang berkaitan dengan implementasi dan efektivitas kebijakan 

pendidikan dianalisis secara mendalam dan kritis guna menunjang analisis isi dalam penelitian ini. 

Setiap artikel ditelaah untuk menggali pendekatan kebijakan yang diterapkan, faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilan implementasi, serta tantangan struktural dan kultural yang dihadapi. 

Analisis terhadap kelima artikel tersebut mengungkapkan adanya variasi metode dan perspektif dalam 

memahami dinamika implementasi kebijakan pendidikan di berbagai negara, sekaligus memberikan 

wawasan bermakna bagi analisis kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya peningkatan mutu 

pendidikan di Indones  

Selanjutnya, hasil pemetaan tematik dimasukkan ke dalam sebuah model analisis kebijakan 

pendidikan yang disebut Model L–EARN. Model ini memiliki lima tahap utama: Listen, Empathize, 

Analyze, Recommend, dan Navigate. Kelima tahap tersebut merupakan satu rangkaian proses analisis 

kebijakan yang bersifat siklus, dinamis, dan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. 

Tahap Listen bertujuan mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan 

Merdeka Belajar. Dengan melakukan analisis dokumen, kajian literatur, serta identifikasi kebutuhan di 
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lapangan, tahap ini menyoroti berbagai tantangan implementasi seperti ketimpangan sumber daya, 

kemampuan guru, dan kesiapan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, analisis kebijakan diawali dari 

pemahaman yang mendalam atas permasalahan nyata di sekolah. 

Tahap Empathize bertujuan memperdalam pemahaman mengenai konteks sosial, budaya, dan 

struktural yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Melalui pendekatan empatik, dapat diketahui 

bagaimana guru, siswa, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya merasakan, memahami, serta 

mengalami kebijakan Merdeka Belajar secara langsung. Pemahaman ini sangat penting agar analisis 

kebijakan tetap relevan dengan kondisi nyata ekosistem pendidikan. 

Tahap Analyze menitikberatkan pada pengkajian perbedaan antara kebijakan dan pelaksanaan di 

lapangan. Pada tahap ini, dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap kesiapan sekolah, keselarasan 

kebijakan, efektivitas kepemimpinan, budaya kolaborasi, dan tata kelola pelaksanaan. Hasil analisis ini 

menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan yang sesuai dan 

kontekstual. 

Tahap Recommend menghasilkan usulan kebijakan yang dapat diterapkan, didasarkan pada bukti 

empiris dan hasil analisis. Rekomendasi meliputi strategi peningkatan kapasitas guru, penyediaan dukungan 

sarana dan prasarana, perbaikan tata kelola, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Usulan 

tersebut tidak hanya menyoroti masalah struktural, tetapi juga menawarkan langkah-langkah praktis untuk 

meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. 

Tahap akhir, Navigate, berfokus pada strategi pengawalan pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, 

monitoring, evaluasi, dan penyesuaian dilakukan secara berkelanjutan agar rekomendasi dapat 

diimplementasikan secara optimal. Navigate juga melibatkan pengembangan mekanisme umpan balik 

(feedback loop) sehingga penerapan Merdeka Belajar dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 

dan perkembangan pendidikan nasional. 

Secara umum, Model L–EARN menawarkan kerangka analisis yang terstruktur dan menyeluruh 

untuk menelaah serta memperbaiki kebijakan Merdeka Belajar. Dengan menggabungkan proses identifikasi 

masalah, pemahaman konteks, analisis yang mendalam, rekomendasi strategis, dan panduan implementasi, 

model ini dapat memberikan arah kebijakan yang lebih fleksibel, responsif, dan fokus pada peningkatan 

kualitas pendidikan. 
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Gambar 1. Model Konseptual L–EARN untuk Analisis Kebijakan Merdeka Belajar     sebagai Strategi 

Peningkatan Mutu Pendidikan 

Sumber: Olah data  peneliti, 2025
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Model L–EARN terdiri atas lima tahap analisis yaitu: Listen, Empathize, Analyze, Recommend, dan 

Navigate yang bersama-sama membangun sistem kebijakan yang bersifat siklis, dinamis, dan adaptif. 

Model ini dirancang untuk memahami perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan Merdeka Belajar 

secara bertingkat dan sesuai konteks. L–EARN menonjolkan proses analisis yang berjalan berurutan 

sekaligus saling memengaruhi secara non-linier, didukung oleh feedback loop untuk memastikan mutu 

pendidikan terus meningkat secara berkelanjutan. 

Hubungan Langsung (Direct Relations) 

Alur proses Listen → Empathize → Analyze → Recommend → Navigate menggambarkan 

tahapan yang linear dan saling mendukung. Listen menjadi tahap awal untuk mengenali permasalahan 

utama dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan tenaga 

pendidik, serta tantangan digitalisasi. Data yang didapat pada tahap ini memperdalam proses 

Empathize, yang menitikberatkan pada pemahaman aspek sosial, budaya, dan kelembagaan di 

lingkungan sekolah. Hasil empati ini meningkatkan mutu analisis di tahap Analyze, dengan menyoroti 

ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan. Temuan analisis tersebut menjadi dasar 

dalam tahap Recommend, yaitu penyusunan rekomendasi berbasis bukti (Riedho & Angga, 2024). 

Tahap akhir, Navigate, bertujuan memastikan implementasi rekomendasi melalui strategi 

pendampingan, pemantauan, dan penyesuaian kebijakan. 

 

Hubungan Tidak Langsung (Indirect Relations) 

Dalam Model L–EARN, hubungan tidak langsung tampak melalui panah silang yang 

menghubungkan tahapan-tahapan yang saling memengaruhi secara fungsional meskipun tidak 

berurutan. Contohnya, hasil dari tahap Empathize bisa langsung berdampak pada tahap Recommend 

jika pemahaman kebutuhan sekolah sudah cukup sehingga rekomendasi dapat diberikan tanpa analisis 

teknis mendalam. Begitu pula, hasil dari tahap Listen kerap berkaitan langsung dengan tahap Navigate, 

terutama saat sekolah membutuhkan dukungan implementasi secara cepat. Adanya hubungan tidak 

langsung ini menandakan bahwa kebijakan Merdeka Belajar membutuhkan analisis yang fleksibel, 

sebab situasi di sekolah kerap berubah dengan cepat dan menuntut respons yang adaptif. 

 

Lingkaran Umpan Balik (Feedback Loop) 

Umpan balik berperan sebagai komponen utama dalam Model L-EARN. Panah melengkung 

dari tahap Navigate ke Listen, Empathize, dan Analyze menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan 

serta hasilnya memberikan data baru yang dapat digunakan untuk menyempurnakan analisis kebijakan 

pada putaran selanjutnya. Dalam konteks Merdeka Belajar, mekanisme umpan balik ini membantu 

sekolah dan pemangku kebijakan mengevaluasi keberhasilan intervensi, memperbarui strategi 

berdasarkan temuan di lapangan, serta menyesuaikan metode pembelajaran agar  sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan guru (Dewi et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan menjadi dinamis dan 

menciptakan sistem pembelajaran kebijakan yang terus berkembang, sebagaimana dijelaskan dalam 
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literatur tentang policy  learning dan iterative governance. 

Hubungan dengan Dimensi Framing 

Dimensi Framing berperan sebagai pengikat yang menyatukan seluruh tahapan dalam Model 

L–EARN menjadi satu narasi kebijakan Merdeka Belajar. Melalui framing, analisis selalu diarahkan 

agar konsisten dengan nilai-nilai utama kebijakan, seperti kemandirian belajar, otonomi sekolah, 

pemerataan akses, dan peningkatan mutu pendidikan. Framing bukan hanya memberi  pedoman 

normatif, namun juga memperkuat makna serta tujuan strategis kebijakan (Sari, 2020). Dalam hal ini, 

framing menjembatani antar tahap L–EARN sehingga jalannya analisis tetap sejalan dengan tujuan 

Merdeka Belajar (bridging), memperkuat pesan, nilai, dan implikasi kebijakan agar analisis dan 

rekomendasi lebih berdampak (amplifying), serta memfasilitasi adaptasi kebijakan terhadap 

perubahan sosial, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, dan dinamika kebutuhan 

sekolah (transforming). Dengan begitu, framing menciptakan ruang interpretasi yang membuat Model 

L–EARN tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dan relevansi 

nilai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

 

Makna Umum Hubungan Antar Elemen Model L–EARN 

Secara umum, Model L-EARN memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan sistem 

yang bersifat siklus, saling berinteraksi, dan mampu beradaptasi. Hubungan langsung antar tahap 

menandakan proses utama dalam analisis kebijakan, sedangkan hubungan tidak langsung 

menunjukkan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. Adanya mekanisme 

umpan balik mendukung proses pembelajaran kebijakan secara terus-menerus, sementara dimensi 

framing memastikan nilai dan arah kebijakan tetap konsisten dengan prinsip Merdeka Belajar. Melalui 

interaksi antarelemen, Model L-EARN dapat memahami kompleksitas kebijakan Merdeka Belajar, 

menggabungkan kebutuhan di lapangan dengan analisis ilmiah, menghasilkan rekomendasi yang 

relevan, dan memandu implementasi kebijakan secara lebih optimal. Dengan demikian, model ini 

memberikan gambaran komprehensif, reflektif, dan berkelanjutan mengenai cara menganalisis dan 

menyempurnakan kebijakan pendidikan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Dengan demikian, Model L–EARN memfasilitasi analisis dan penerapan kebijakan Merdeka 

Belajar secara lebih interaktif dan tepat sasaran. Melalui tahapan Listen, Empathize, Analyze, 

Recommend, dan Navigate, model ini membantu mengidentifikasi kebutuhan sekolah, menganalisis 

permasalahan berbasis data, serta merumuskan dan mengawal rekomendasi yang relevan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Dimensi framing memastikan seluruh proses tetap sejalan dengan 

nilai-nilai inti Merdeka Belajar, seperti kemandirian, kesetaraan, dan otonomi sekolah. Oleh sebab itu, 

Model L–EARN memberikan arah yang jelas serta berkelanjutan dalam mendukung upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. 

Analisis kontekstual bertujuan untuk menilai relevansi dan efektivitas penerapan Model L–

EARN dalam memahami dinamika kebijakan pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka 
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Belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan ini merupakan tonggak perubahan 

besar dalam transformasi pendidikan nasional, seperti penataan ulang kurikulum, penguatan otonomi 

sekolah, serta integrasi teknologi pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Seperti yang 

disampaikan oleh (M. Stracke et al., 2025), perubahan tersebut mencerminkan pergeseran sistem 

pendidikan ke arah ekosistem pembelajaran yang lebih fleksibel, berfokus pada kompetensi, dan 

memanfaatkan teknologi demi peningkatan kualitas pembelajaran. 

Keberhasilan penerapan Merdeka Belajar sangat bergantung pada kemampuan kebijakan untuk 

beradaptasi dengan keragaman konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur pendidikan di setiap daerah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat (Pahlawanita Damayanti, 2025) yang menyoroti pentingnya 

kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah agar transformasi pendidikan berlangsung 

secara efektif. Model L–EARN dapat dimanfaatkan untuk memahami kompleksitas tersebut melalui 

lima tahap yang saling terintegrasi dan berfokus pada pemahaman konteks. Dengan memanfaatkan 

Model L–EARN, pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dapat dievaluasi melalui lima proses utama 

berikut: 

Listen 

Tahap ini menyoroti betapa pentingnya mengenali kebutuhan dan masalah yang sebenarnya 

dialami oleh satuan pendidikan. Dalam kerangka Merdeka Belajar, guru dan kepala sekolah harus 

memahami tingkat kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kompetensi, 

penggunaan teknologi, serta dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah. Langkah mendengarkan ini 

menjadi dasar untuk memahami perbedaan kesiapan setiap sekolah. 

Empathize 

Tahap Empathize bertujuan memahami situasi sosial dan budaya di sekolah, seperti tantangan 

guru dalam menyesuaikan kurikulum, beban administratif, serta kondisi psikososial siswa. 

Pemahaman secara empatik sangat krusial agar kebijakan Merdeka Belajar tidak diterapkan secara 

top-down, melainkan disesuaikan dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. 

Analyze 

Tahap analisis memberikan kesempatan untuk menilai secara lebih mendalam perbedaan antara 

kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Pada Merdeka Belajar, tahapan ini mencakup penilaian 

kesiapan teknologi, kemampuan guru, budaya sekolah, serta kesesuaian kurikulum. Analisis yang 

didasarkan pada bukti membantu sekolah mengenali faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun 

pendukung peningkatan kualitas pembelajaran. 

Recommend 

Hasil analisis pada tahap ini memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan Merdeka Belajar. Rekomendasi tersebut meliputi kebutuhan pelatihan bagi guru, 

perbaikan manajemen sekolah, penguatan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, serta tindakan 

afirmatif untuk sekolah dengan keterbatasan sumber daya. 

Navigate 
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Tahap akhir dalam Model L–EARN menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan 

kebijakan. Dalam konteks Merdeka Belajar, sekolah perlu secara rutin melakukan monitoring, 

evaluasi, serta menyesuaikan strategi agar kebijakan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan 

dinamika lingkungan pendidikan. Pada tahap ini, sekolah dan pembuat kebijakan dapat menjalankan 

prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Berdasarkan analisis kontekstual, 

kebijakan Merdeka Belajar sangat sesuai dengan struktur konseptual Model L–EARN. Kebijakan 

tersebut menuntut adanya pendengaran yang mendalam terhadap kebutuhan sekolah, pemahaman 

secara empatik terhadap situasi di lapangan, analisis yang berbasis data, rekomendasi yang responsif, 

serta implementasi yang berkelanjutan. Selain itu, Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya 

otonomi sekolah, kolaborasi lintas sektor, pemerataan akses pendidikan, dan proses pembelajaran 

kebijakan yang berkelanjutan—semuanya sejalan dengan karakter siklik dan iteratif Model L–EARN. 

Dengan demikian, Model L–EARN tidak hanya menawarkan kerangka analisis teoretis, tetapi juga 

berfungsi sebagai platform diagnostik praktis untuk menilai kesiapan, efektivitas, serta keberlanjutan 

implementasi kebijakan Merdeka Belajar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Model L–EARN tentang Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan SWOT digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar 

(Ramadhan & Megawati, 2022) melalui sudut pandang Model L–EARN (Listen, Empathize, Analyze, 

Recommend, Navigate). Evaluasi ini mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di setiap 

tahap L–EARN. Tujuannya yaitu menemukan faktor strategis penentu sukses transformasi 

pendidikan, terutama dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat otonomi sekolah, 

serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pendidikan. Dengan pemetaan SWOT ini, 

dapat diketahui sejauh mana tahapan L–EARN berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan 

kebijakan Merdeka Belajar dan bagaimana upaya perbaikan kebijakan bisa terus dilakukan secara 

berkesinambungan. ini, dapat dipahami sejauh mana setiap tahap L–EARN memberikan kontribusi 

terhadap efektivitas implementasi kebijakan Merdeka Belajar serta bagaimana proses perbaikan 

kebijakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. 

Tabel 3. Analisis SWOT Kebijakan Merdeka Belajar Berbasis Model L–EARN. 

Tahap L–EARN Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

L -      Listen 

(Identifikasi 
kebutuhan 

 dan 

konteks
 satuan 

pendidikan 

Merdeka Belajar 

memberi 
keleluasaan 

sekolah 

menyesuaikan 
kebutuhan lokal. 

Asesmen Nasional 

menyediakan data 

untuk identifikasi 
masalah. 

Tidak semua 

sekolah mampu 
mengolah data 

kebutuhan secara 

mandiri, 
sehingga kualitas 

pendataan 

berbeda-beda dan 

identifikasi 
masalah 

 

Supervisi 

akademik 
diperkuat dengan 

data melalui 

platform digital 
Kemendikbud dan 

adanya forum 

berbagi antar 

sekolah. 

Ketergantungan 

pada data pusat 
dapat mengabaikan 

kondisi 

lokal..Resistensi 
sekolah yang belum 

siap membuka 

masalah  secara 

transparan. 
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E  – Empathize 

(Pemahaman 
mendalam 

terhadap kondisi 

guru, siswa, dan 
sekolah) 

Guru diberi 

otonomi dan 
Kurikulum 

Merdeka 

mendukung 
pembelajaran 

yang sesuai 

kebutuhan siswa. 

Beban kerja tinggi 

menghambat 
observasi dan 

empati guru. 

Tidak semua guru 
terampil asesmen 

formatif dan 

memahami 

konteks 
psikososial siswa. 

Pelatihan guru 

berbasis 
pembelajaran 

sosial-emosional 

dan coaching 
pendidikan.   

Program Guru 

Penggerak 

sebagai model 
kepemimpinan 

empatik. 

Ketimpangan 

kompetensi guru 
dapat memperlebar 

kesenjangan kualitas 

pembelajaran antar 
sekolah. 

A – Analyze 
(Analisis 

data, masalah, dan 

akar penyebab) 

Tersedia panduan 
akar masalah 

(root cause 

analysis) 

dariKemendikbud. 
Data AN, Rapor 

Pendidikan, dan 

PMP memperkuat 
analisis berbasis 

bukti. 

Kemampuan 
Sekolah 

menganalisis data 

belum merata. 

Analisis masalah 
sering bersifat 

administratif, 

bukan 
instruksional. 

Integrasi data 
pendidikan 

nasional 

mendukung 

analisis 
komprehensif. 

Kolaborasi dengan 

perguruan tinggi 
lewat PkM dan 

penelitian. 

Risiko salah tafsir 
Data karena minimnya 

literasi data. Data 

tidak selalu real-

time, menghambat 
pengambilan 

keputusan cepat. 

 
 

R – Recommend 

(Perumusan 
strategi dan 

rekomendasi 

perbaikan mutu) 

Merdeka Belajar 

memberi 
fleksibilitas strategi 

dan inovasi 

sekolah. Banyak 
praktik baik bisa 

direplikasi antar 

sekolah. 

Rekomendasi 

kurang tepat 
karena analisis 

dangkal, dan 

sekolah minim 
pendampingan 

saat merancang 

peningkatan mutu 

Sekolah Penggerak 

dan PDP bisa jadi 
rujukan strategi. 

Ada peluang 

integrasi 
rekomendasi 

dengan program 

digital dan 

teknologi 
pembelajaran. 

Rekomendasi tidak 

dijalankan karena 
anggaran dan SDM 

terbatas. Ada risiko 

strategi jadi proyek 
jangka pendek tanpa 

keberlanjutan. 

N – Navigate 

(Pendampingan, 
monitoring, dan 

evaluasi 

berkelanjutan) 

Sistem monitoring 

digital tersedia 
(Rapor Pendidikan, 

Platform Merdeka 

Mengajar). 

Pemerintah 
menekankan 

prinsip perbaikan 

berkelanjutan. 

Proses monitoring 

masih cenderung 
administratif. 

Belum semua 

sekolah memiliki 

budaya refleksi 
berkelanjutan. 

Pengembangan 

dashboard evaluasi 
mutu sekolah 

berbasis  AI.  

Pendampingan 

berkelanjutan dari 
fasilitator sekolah 

penggerak. 

Risiko keamanan 

data.  Resistensi 
terhadap evaluasi 

yang dianggap 

menambah beban 

pelaporan. 

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026 

 

Berdasarkan Tabel 3, analisis SWOT mengindikasikan bahwa penerapan Kebijakan Merdeka 

Belajar secara normatif sudah sejalan dengan tahapan Model L–EARN, tetapi masih terdapat kendala 

dalam kesiapan sumber daya manusia, literasi data sekolah, dan kapasitas kepemimpinan 

pembelajaran. Regulasi memang telah memberikan arah kebijakan yang progresif, namun mekanisme 

penguatan implementasi di tingkat satuan pendidikan masih belum optimal. Dengan demikian, Model 

L–EARN menjadi kerangka diagnostik yang dapat mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan 

membantu menavigasi kebijakan secara berkelanjutan. 

Analisis SWOT mengungkapkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar sangat selaras dengan 
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struktur Model L–EARN. Tahapan Listen dan Empathize menjadi dasar utama dalam memahami 

situasi sekolah, Analyze memperkuat keakuratan identifikasi masalah, Recommend menghasilkan 

strategi yang sesuai, dan Navigate memastikan implementasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, 

Model L–EARN berperan tidak hanya sebagai kerangka analisis, tetapi juga sebagai alat diagnostik 

yang efektif dalam mendukung perbaikan mutu pendidikan di Indonesia secara adaptif dan 

berkesinambungan. Analisis SWOT dengan Model L–EARN bertujuan menilai implementasi 

kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan. Pendekatan 

ini, melalui lima tahap utama Listen, Empathize, Analyze, Recommend, dan Navigate mengidentifikasi 

kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang timbul selama proses penerapan kebijakan di 

sekolah. 

Pada tahap Listen, keunggulan utama terletak pada kebijakan Merdeka Belajar yang 

memberikan kebebasan kepada sekolah untuk menentukan kebutuhan pembelajaran sesuai dengan 

konteks peserta didik. Akan tetapi, belum semua sekolah memiliki sistem pengumpulan data yang 

terstruktur, sehingga kebutuhan pembelajaran kerap diidentifikasi secara intuitif dan tidak berdasarkan 

bukti. Penguatan dapat dilakukan melalui asesmen diagnostik dan penggunaan Rapor Pendidikan, 

sedangkan tantangan muncul dari kurangnya kesiapan sekolah dalam menganalisis data secara akurat. 

Tahap Empathize menunjukkan bahwa Merdeka Belajar mendorong para guru untuk lebih 

memahami kondisi, minat, dan kesiapan belajar siswa secara mendalam. Namun, masih banyak guru 

yang menggunakan pendekatan pembelajaran tradisional sehingga diferensiasi pembelajaran kurang 

diterapkan. Peluang untuk perbaikan dapat diwujudkan melalui pelatihan guru, pembentukan 

komunitas belajar, dan penguatan budaya refleksi dalam proses pembelajaran. Meski begitu, tantangan 

tetap ada berupa ketimpangan akses pelatihan di berbagai wilayah serta resistensi sejumlah pendidik 

terhadap perubahan cara kerja. Pada tahap Analyze, sekolah diharapkan mampu menelaah 

permasalahan pembelajaran, pencapaian hasil belajar, serta kesenjangan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Keunggulan tahap ini terletak pada ketersediaan berbagai alat evaluasi dan indikator mutu dari 

pemerintah. Namun, sejumlah sekolah masih kekurangan kemampuan analisis, sehingga data yang 

ada sering tidak dimanfaatkan untuk peningkatan pembelajaran. Peluang untuk memperkuat proses ini 

dapat diperoleh melalui pendampingan pemerintah dan kemitraan dengan perguruan tinggi, sementara 

tantangan utamanya adalah beban administrasi yang dapat menghambat analisis secara mendalam. 

Tahap Recommend memberikan kesempatan bagi satuan pendidikan untuk menyusun 

rekomendasi dan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Kelebihan dari 

tahap ini terletak pada fleksibilitas kebijakan Merdeka Belajar yang mendorong inovasi sekolah. 

Namun, kelemahannya adalah implementasi rekomendasi seringkali tidak konsisten akibat 

keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi internal. Terdapat peluang melalui dukungan 

program pemerintah, kemitraan dengan sekolah lain, serta penguatan peran kepala sekolah sebagai 

pemimpin pembelajaran. Ancaman bisa muncul jika terjadi pergantian kepemimpinan atau perubahan 

kebijakan yang menggeser prioritas program sekolah. 
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Tahap terakhir, Navigate, mencakup pendampingan, supervisi, dan navigasi implementasi agar 

rencana peningkatan mutu dapat berjalan optimal. Kelebihan tahap ini terletak pada adanya supervisi 

akademik, komunitas belajar guru, serta fleksibilitas pengelolaan kurikulum. Namun, tantangan yang 

dihadapi adalah belum meratanya kualitas pendampingan di seluruh daerah. Peluang penguatan bisa 

diperoleh melalui pengembangan praktik baik antarsekolah, sementara ancamannya berasal dari 

ketimpangan sumber daya dan hambatan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Secara umum, analisis SWOT yang menggunakan Model L–EARN mengindikasikan bahwa 

penerapan kebijakan Merdeka Belajar berpotensi besar meningkatkan kualitas pendidikan, meski 

masih terdapat hambatan terkait kapasitas, konsistensi pelaksanaan, dan kesetaraan mutu di berbagai 

wilayah. Model L–EARN menawarkan pendekatan menyeluruh yang membantu sekolah 

mengidentifikasi kebutuhan, memahami situasi, menganalisis informasi, merancang strategi, dan 

mengelola pelaksanaan kebijakan dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. 

Model ini berperan sebagai alat analisis yang memperkuat kajian atas berbagai isu implementasi 

di sekolah, serta memberikan langkah-langkah praktis yang bisa diadopsi oleh pembuat kebijakan, 

pemerintah daerah, kepala sekolah, maupun pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Rekomendasi 

ini menjadi pedoman agar prinsip-prinsip Merdeka Belajar dapat diterapkan secara konsisten, adaptif, 

dan berkelanjutan demi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

 

Tabel 4. Rekomendasi Strategis untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar 

Berdasarkan Dimensi Model L–EARN 

Dimensi (Model L–EARN) Rekomendasi Utama 

L – Leadership (Kepemimpinan 

Pembelajaran) 

Kepala sekolah diperkuat sebagai pemimpin pembelajaran melalui 

supervisi, coaching, dan refleksi.  

Insentif diberikan berdasarkan peningkatan mutu, seperti Rapor 

Pendidikan dan proyek P5.  

 Pelatihan kepemimpinan berkelanjutan difokuskan pada 

pengelolaan pembelajaran, KOSP, dan inovasi 

E – Engagement 

(Kolaborasi & Keterlibatan 

Multi-Aktor) 

Membangun kemitraan strategis antara sekolah, pemerintah, 

kampus, dunia usaha, dan komunitas untuk mendukung Merdeka 

Belajar.  

Mengembangkan platform berbagi praktik baik antarsekolah, 

seperti forum KKG/MGMP dan lokakarya.  

Meningkatkan peran orang tua melalui komunikasi, program 

parenting, dan keterlibatan di sekolah. 

A - Adaptation &  Equity 

(Adaptasi Kebijakan & 

Pemerataan Akses) 

Menyusun KOSP sesuai kebutuhan siswa, karakter sekolah, dan 

potensi lokal.  

Memaksimalkan dukungan untuk sekolah di wilayah 3T, termasuk 

fasilitas, pelatihan, dan pendampingan.  

Menjamin kesetaraan dengan layanan pembelajaran inklusif bagi 

semua siswa. 
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R – Reflection 

(Pembelajaran Berkelanjutan & 

Perbaikan Mutu) 

Mendorong sekolah memanfaatkan Rapor Pendidikan untuk 

perencanaan berbasis data secara rutin.  

Melakukan refleksi, evaluasi, dan monitoring mutu tiap semester.  

Mendokumentasikan praktik baik untuk pembelajaran antar 

sekolah. 

N – Framing 

(Narasi, Nilai, dan Komunikasi 

Kebijakan) 

Memperkuat narasi Merdeka Belajar lewat komunikasi publik yang 

inklusif dan mudah dipahami.  

Membuat pedoman budaya sekolah yang menekankan otonomi, 

partisipasi, dan pembelajaran bermakna.  

Menyebarluaskan cerita sukses Merdeka Belajar untuk 

meningkatkan dukungan publik. 

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026 

 

Agar pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dapat berjalan secara terukur, akuntabel, dan 

berkelanjutan, dibutuhkan indikator-indikator yang dapat merepresentasikan kinerja di setiap dimensi 

Model L–EARN. Tabel 5 menyajikan indikator utama beserta mekanisme tata kelola implementasi 

yang diadaptasi dari kerangka L–EARN, sehingga dapat dijadikan acuan evaluasi oleh  

sekolah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Tabel tersebut menjadi panduan dalam 

memantau efektivitas program, konsistensi antar satuan pendidikan, serta mengarahkan penguatan 

upaya peningkatan mutu pendidikan sesuai prinsip Merdeka Belajar.  

 

Tabel 5. Indikator Kinerja dan Tata Kelola Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Berdasarkan 

Dimensi Model L–EARN : 

Dimensi (Model L– 

EARN) 

Indikator Kinerja Utama Mekanisme Tata Kelola 

L–Leadership 

(Kepemimpinan 
Pembelajaran) 

Persentase kepala sekolah dan guru yang 
mengikuti pelatihan supervisi dan 
manajemen pembelajaran.  
Frekuensi supervisi, coaching, dan refleksi 
guru.  
Indeks budaya data sekolah, seperti 
pemanfaatan Rapor Pendidikan untuk 
perencanaan berbasis data 

Program pelatihan 

kepemimpinan berjenjang di 
daerah.  

Pembinaan oleh pengawas dan 

fasilitator berpengalaman.  

Integrasi supervisi akademik 
berbasis data dalam 

manajemen sekolah. 

E–Engagement 
(Kolaborasi & 

Keterlibatan 

Pemangku 

Kepentingan) 

Jumlah kemitraan sekolah dengan 
pemerintah, dunia usaha, kampus, dan 
komunitas pendidikan.  
Ketersediaan modul kolaborasi dan 
praktik baik yang terbuka untuk publik.  
Tingkat partisipasi orang tua di kegiatan 
sekolah. 

Forum kolaborasi lintas sektor 
seperti KKG/MGMP dan 
Forum Komunitas Belajar.  
Nota kesepahaman berbasis 
output.  
Mekanisme komunikasi antara 
sekolah dan orang tua. 

A–Adaptation & 

Equity (Adaptasi 
Kebijakan & 

Kesetaraan 

Akses) 

Rasio ketersediaan sarana belajar seperti 

buku dan fasilitas.  
Partisipasi sekolah 3T dalam program 

Merdeka Belajar.  

Indeks kesetaraan layanan pendidikan 

(akses, kualitas, keterjangkauan). 

Program afirmasi untuk sekolah 
tertinggal, seperti 
pendampingan dan bantuan 
sarana.  
Audit kesetaraan layanan 
pendidikan daerah.  
Penguatan manajemen berbasis 
sekolah sesuai konteks lokal. 
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R–Reflection 

(Evaluasi & 
Pembelajaran 

Berkelanjutan) 

Frekuensi evaluasi program sekolah 
menggunakan Rapor Pendidikan.  
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi 
tiap semester.  
Pemanfaatan praktik baik antar sekolah 
sebagai acuan peningkatan mutu. 

Dasbor monitoring sekolah di 
tingkat dinas atau daerah.  
Komite mutu sekolah untuk 
refleksi rutin.  
Mekanisme umpan balik 
antara sekolah dan pemerintah 
daerah. 

N – Framing 

(Narasi, Nilai dan 

Komunikasi 

Kebijakan) 

Tingkat pemahaman publik tentang 

Merdeka Belajar.  

Jangkauan komunikasi kebijakan melalui 

media sekolah dan pemerintah daerah.  

Jumlah dokumentasi cerita sukses 

implementasi Merdeka Belajar. 

Unit komunikasi kebijakan 

di sekolah dan dinas 

pendidikan. Pedoman naratif 

Merdeka Belajar yang 

konsisten. Kampanye literasi 

pendidikan untuk  guru,  

orang  tua 

Sumber : Olah Data Peneliti, 2026 

 

Model L-EARN berperan sebagai kerangka analisis yang menyeluruh untuk memahami 

pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

Tidak seperti beberapa model implementasi kebijakan lain yang fokus pada faktor-faktor struktural, 

Model L-EARN menitikberatkan pada proses pembelajaran kebijakan yang berlangsung secara 

berulang melalui tahapan mendengarkan konteks (listen), memahami empati para pemangku 

kepentingan (empathize), menganalisis akar masalah (analyze), merumuskan rekomendasi berbasis 

bukti (recommend), serta menavigasi tindak lanjut implementasi secara berkelanjutan (navigate). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penerapan Merdeka Belajar meliputi 

kurangnya mekanisme mendengarkan konteks di satuan pendidikan, terbatasnya pemahaman guru 

tentang pembelajaran berdiferensiasi, perbedaan kualitas data sekolah, dan adanya kesenjangan antara 

kebijakan nasional dengan kapasitas sekolah. 

Penggunaan Model L–EARN dalam analisis kebijakan menunjukkan bahwa regulasi Merdeka 

Belajar yang tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 belum sepenuhnya didukung 

oleh analisis kesiapan implementasi di tingkat sekolah. Regulasi ini lebih memfokuskan pada tujuan 

dan arah kebijakan, sedangkan aspek kesiapan sumber daya manusia, kemampuan literasi data, dan 

kapasitas kepemimpinan sekolah belum menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan. Model 

L–EARN berperan dalam mengisi kekosongan ini dengan menyediakan kerangka analisis 

implementasi yang mengaitkan regulasi, konteks sekolah, dan praktik pembelajaran. Temuan ini 

sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kegagalan kebijakan pendidikan kerap disebabkan 

bukan oleh rancangan kebijakannya, melainkan oleh lemahnya diagnosis kebutuhan, kurangnya 

empati dalam kebijakan, serta minimnya proses analisis yang menghubungkan visi kebijakan dengan 

kondisi nyata di lapangan. 

Tahap Listen pada Model L-EARN menunjukkan bahwa keberhasilan Merdeka Belajar sangat 

bergantung pada kemampuan sekolah dalam memahami konteks melalui data asesmen, refleksi guru, 

dan analisis lingkungan belajar. Jika sekolah belum memiliki budaya literasi data yang kuat, proses 
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implementasi cenderung menjadi sekadar administratif. Pada tahap Empathize,  ditekankan pentingnya 

memahami sudut pandang guru dan siswa sebagai aktor utama perubahan. Seperti yang dinyatakan 

oleh (Oo et al., 2025) kebijakan pendidikan hanya efektif jika para pemangku kepentingan utama 

merasakan dukungan emosional dan profesional. Dalam Merdeka Belajar, guru membutuhkan ruang 

untuk merefleksikan kebutuhan peserta didik serta dukungan menghadapi perubahan praktik 

pembelajaran. 

Tahap Analyze dalam Model L–EARN memiliki peran krusial untuk menemukan perbedaan 

antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Melalui analisis berbasis bukti, sekolah dapat 

mengidentifikasi sumber utama masalah mutu, seperti tingkat literasi yang rendah, ketimpangan 

sarana, atau distribusi numerasi yang tidak merata. Sesuai pendapat (Umami & Wahyudi, 2025) proses 

analisis yang baik membantu sekolah menyesuaikan strategi dengan kebutuhan nyata di lapangan. 

Pada tahap ini, kebijakan Merdeka Belajar dipahami sebagai cara mengaitkan data dengan peningkatan 

pembelajaran, bukan hanya sekadar memenuhi dokumen formal. Tahap Recommend menegaskan 

pentingnya peran sekolah dalam menyusun strategi peningkatan mutu yang relevan dengan konteks, 

terukur, dan didasarkan pada data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah yang sukses 

menerapkan Merdeka Belajar cenderung merumuskan rekomendasi dengan mengedepankan 

kebutuhan belajar, bukan hanya sekadar memenuhi indikator administratif. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian (Dwiyono et al., 2022) yang menyoroti esensi kepemimpinan instruksional untuk 

menghasilkan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan kemampuan guru dan situasi peserta didik. 

Tahap Navigate adalah kontribusi utama Model L–EARN karena memastikan kebijakan tidak 

berhenti pada tahap perumusan, melainkan berlanjut ke proses implementasi, pemantauan, refleksi, 

dan perbaikan berkelanjutan. Proses navigasi kebijakan dilakukan melalui supervisi akademik, 

pemanfaatan Rapor Pendidikan, forum komunitas belajar guru, dan pendampingan implementasi 

kurikulum. (Muha & Silitonga, 2025) menegaskan bahwa sistem kebijakan yang mampu melakukan 

navigasi perubahan secara berkelanjutan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian serta menjaga 

relevansi program pendidikan. 

L–EARN juga menyoroti pentingnya pembingkaian kebijakan. Framing kebijakan Merdeka 

Belajar perlu diubah dari sekadar dianggap sebagai “program baru” menjadi “kerangka peningkatan 

mutu yang memberi otonomi kepada guru dan sekolah”. Pembingkaian yang tepat akan memperkuat 

legitimasi kebijakan serta meningkatkan dukungan para pemangku kepentingan. Pandangan ini sejalan 

dengan (Taeihagh, 2025) yang menegaskan bahwa framing merupakan instrumen krusial dalam 

pelaksanaan kebijakan berbasis perubahan sosial. 

Model L–EARN menawarkan sudut pandang baru bahwa implementasi kebijakan pendidikan 

tidak semata-mata ditentukan oleh aturan atau ketersediaan sumber daya, melainkan oleh kemampuan 

sistem untuk belajar dari data, menyesuaikan diri dengan konteks, membangun empati, memperkuat 

rekomendasi berbasis bukti, serta menavigasi perubahan secara berkesinambungan. Kerangka ini 

memberikan sumbangan teoritis bagi penguatan konsep pembelajaran kebijakan (policy learning) dan 
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implementasi Merdeka Belajar di Indonesia. Selain itu, model ini turut mengisi kekosongan dalam 

analisis implementasi kebijakan pendidikan yang selama ini kurang menyoroti pentingnya refleksi, 

empati dalam kebijakan, serta navigasi berkelanjutan tiga aspek yang terbukti menjadi kunci 

keberhasilan peningkatan mutu pendidikan. 

 

PEMBAHASAN 

Kebijakan pendidikan di sekolah sangat bergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam 

memimpin perubahan organisasi serta proses belajar-mengajar. Berbagai studi internasional 

menegaskan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan di sekolah 

dan memastikan agar kebijakan tersebut diterapkan secara optimal dalam kegiatan pembelajaran. 

Menurut (Perez et al., 2025) kepala sekolah yang mampu mengelola data pendidikan secara sistematis 

dapat meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan memberikan pengaruh positif terhadap prestasi 

siswa.  

(Leithwood et al., 2020) juga menyatakan bahwa peran kepala sekolah adalah faktor utama kedua 

yang memengaruhi mutu pembelajaran, setelah kualitas pengajaran di kelas. Hal serupa disampaikan 

oleh (Waruwu et al., 2025) yang menyoroti pentingnya peran kepemimpinan instruksional kepala 

sekolah dalam mendukung pengembangan profesionalisme guru. Selain itu, riset (Hapsara et al., 2025) 

menunjukkan bahwa kepala sekolah yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang 

mendorong peningkatan kemampuan guru secara berkelanjutan. Sementara itu, penelitian (Nguyen & 

Welch, 2026) menemukan bahwa kepala sekolah yang memberikan kebebasan profesional kepada guru 

dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan keberlanjutan pengembangan profesi mereka. 

Di samping faktor kepemimpinan, mutu pendidikan juga sangat ditentukan oleh kemampuan 

lembaga pendidikan dalam mengelola data sebagai landasan pengambilan keputusan. Studi (Grabarek 

& Kallemeyn, 2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan data akademik oleh guru dapat membantu 

mengenali kebutuhan siswa dan menyusun strategi pembelajaran yang lebih sesuai. Hal ini diperkuat 

oleh riset (Mandinach & Schildkamp, 2021) yang menekankan pentingnya pemahaman yang benar 

dalam menggunakan data pendidikan agar terhindar dari kesalahan interpretasi saat mengambil 

keputusan di sekolah. Selain itu, riset (Mandinach & Gummer, 2016) menegaskan bahwa literasi data 

adalah kompetensi yang harus dimiliki guru untuk dapat memanfaatkan informasi pendidikan secara 

optimal dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan pengembangan sekolah, Studi yang 

dilakukan oleh (Wayman et al., 2017) mengindikasikan bahwa penggunaan data hasil survei guru dapat 

berfungsi sebagai alat utama dalam menyusun program peningkatan kualitas sekolah secara terstruktur. 

Temuan serupa disampaikan oleh (Nur Efendi & Muh Ibnu Sholeh, 2023) yang menegaskan bahwa 

pemantauan perkembangan belajar siswa secara langsung dapat membantu pemimpin sekolah untuk 

merancang strategi penguatan mutu pembelajaran dengan respons yang cepat dan berkesinambungan. 

Selain faktor kepemimpinan sekolah dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, 

keberadaan komunitas pembelajaran profesional juga berperan penting dalam meningkatkan mutu 
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pendidikan, terutama dalam mendorong terjadinya kolaborasi antar guru. Berbagai studi 

mengungkapkan bahwa jaringan pembelajaran profesional dapat memperluas peluang guru untuk saling 

bertukar pengetahuan, melakukan refleksi pembelajaran, serta memperbaiki praktik pengajaran di kelas. 

Selanjutnya menurut (Prenger et al., 2019)  menemukan bahwa komunitas pembelajaran profesional 

yang terstruktur secara sistematis mampu memperkuat kapasitas kolektif guru dalam merancang strategi 

pembelajaran yang lebih efektif. (Aisah et al., 2024) juga menegaskan bahwa keberlangsungan 

komunitas belajar profesional sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah yang menanamkan 

budaya kolaboratif dan semangat belajar bersama. (Ningrum et al., 2025) menyoroti pentingnya 

penguatan modal profesional guru melalui kolaborasi dan pembelajaran kolektif sebagai strategi utama 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkesinambungan. Sejalan dengan temuan tersebut, 

penelitian lain menyebutkan bahwa distribusi kepemimpinan di sekolah dapat meningkatkan otonomi 

dan pemberdayaan guru dalam proses pembelajaran. 

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu aspek krusial dalam meningkatkan performa 

guru dan efektivitas organisasi sekolah. Model kepemimpinan ini mendorong terbentuknya visi bersama, 

memperkuat motivasi kerja pendidik, serta menumbuhkan komitmen kolektif untuk meraih tujuan 

pendidikan. Studi (Bellibas et al., 2025) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dapat menurunkan tingkat kelelahan guru dengan memberikan dukungan organisasi yang solid serta 

memperkuat ketahanan profesional. Hasil serupa ditemukan pada penelitian (Putu Ayu Novita & Yohana 

F. Cahya Palupi Meilani, 2025), yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu 

meningkatkan perilaku kewargaan guru melalui dorongan motivasi berprestasi. Selain itu, riset (Alwani et 

al., 2021) memperlihatkan bahwa budaya sekolah yang positif dan kepemimpinan instruksional kepala 

sekolah turut berperan signifikan dalam meningkatkan kinerja guru. Penelitian (Slamet Riyadi, 2025) 

menegaskan bahwa kepemimpinan transformasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung 

pengembangan profesionalisme guru. Selanjutnya, penelitian (Restu Rahayu & Sofyan Iskandar, 2023) 

juga membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional berkontribusi dalam mendorong kreativitas dan 

produktivitas guru selama proses pembelajaran. 

Kemajuan teknologi digital turut membawa dampak besar terhadap perubahan sistem pendidikan, 

khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan memperluas akses ke sumber-sumber belajar. 

Penerapan teknologi dalam dunia pendidikan tak sekadar penggunaan perangkat digital, namun juga 

mencakup perubahan pola pikir dalam pembelajaran yang lebih luwes, kolaboratif, serta berbasis teknologi. 

(Sosa-Díaz et al., 2022) menemukan bahwa keberhasilan integrasi teknologi pendidikan di sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan guru, peran kepemimpinan sekolah, serta kebijakan pendidikan yang mampu 

menyesuaikan perkembangan teknologi. Integrasi teknologi dalam kurikulum dapat meningkatkan 

efektivitas pembelajaran dan memperbanyak kesempatan siswa untuk mengakses ragam sumber belajar 

digital. Selanjutnya, (Latifah Ely Ma’ruf & Nur Rahmi Sonia, 2025) menegaskan bahwa peningkatan 

kemampuan digital guru menjadi faktor utama dalam mendukung perubahan pembelajaran di era digital. 

Kerangka kompetensi digital guru juga dipaparkan dalam penelitian (Finny Anita & Kurniawati, 2025) 
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yang menyoroti pentingnya penguatan keterampilan digital bagi pendidik dalam merancang pembelajaran 

inovatif berbasis teknologi. Sementara itu, (Martin et al., 2024) mengungkapkan bahwa transformasi digital 

pada berbagai sektor, termasuk pendidikan, memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai 

serta strategi organisasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan digital. 

Pengembangan profesional guru menjadi kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan 

keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan pendidikan. Guru diharapkan tak hanya memiliki kompetensi 

pedagogik yang baik, namun juga mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, kemajuan teknologi, 

serta kebutuhan belajar siswa yang terus berkembang. (Munawir & Muhidin, 2025) mengungkapkan bahwa 

perubahan dalam konteks pendidikan global menuntut sistem pendidikan guru yang lebih adaptif dan 

sanggup membekali calon guru dengan kompetensi profesional yang sesuai tuntutan abad ke-21. (Berg et 

al., 2023) juga menegaskan perlunya program pendidikan guru yang fleksibel dan responsif terhadap 

perubahan sosial serta tantangan pendidikan global. Selanjutnya, riset (Nyaaba et al., 2026) menyatakan 

bahwa kepemimpinan instruksional maupun terdistribusi dapat memberikan dukungan penting bagi 

pengembangan profesional guru dalam menghadapi keberagaman kebutuhan belajar siswa. (Jumrawati & 

Lina, 2025) juga menyoroti bahwa praktik pendidikan berbasis bukti sangat bergantung pada kapasitas 

profesional guru dalam memahami dan mengaplikasikan hasil riset pendidikan ke dalam proses 

pembelajaran. Selain itu, (Lepcha et al., 2025) menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen berbasis 

sekolah dapat memperkuat pengembangan profesional guru melalui peningkatan partisipasi, akuntabilitas, 

dan kolaborasi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah. 

Krisis global seperti pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem 

pendidikan di banyak negara, sehingga menuntut penyesuaian yang cepat dalam kegiatan belajar-mengajar 

maupun tata kelola sekolah. (Harris & Jones, 2020) menegaskan bahwa kepemimpinan sekolah yang 

mampu beradaptasi dan responsif menjadi faktor kunci dalam menjaga kelangsungan pembelajaran selama 

masa krisis. Selain itu, (Wati & Nurhasannah, 2024)  menunjukkan bahwa pandemi memengaruhi kondisi 

psikologis guru sekaligus mendorong perubahan pada keterampilan profesional mereka, terutama terkait 

penggunaan teknologi pembelajaran digital. Hal ini juga diperkuat oleh (Ozamiz-Etxebarria et al., 2021) 

yang mengungkapkan bahwa guru menghadapi berbagai tantangan emosional dan profesional ketika 

menjalani transisi dari sistem pembelajaran daring kembali ke pembelajaran tatap muka. 

Pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berhasil membutuhkan dukungan sistem pengambilan 

keputusan berbasis data serta pemahaman mendalam mengenai konteks kebijakan pendidikan itu sendiri. 

(Spillane et al., 2002)  menyoroti bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara 

aktor pendidikan memahami dan menafsirkan kebijakan dalam praktik sehari-hari. Selain itu, (Dunlop & 

Radaelli, 2018) menunjukkan bahwa proses pembelajaran kebijakan merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di beragam konteks. Dalam praktiknya, 

pengambilan keputusan berbasis data juga dianggap sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. (Indriyanti et al., 2024) menemukan bahwa penggunaan data secara sistematis 

oleh kepala sekolah dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan prestasi siswa. Sementara itu, 
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pemanfaatan data oleh guru turut membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan hasil 

belajar. Pemantauan perkembangan siswa secara real-time pun memungkinkan pimpinan sekolah membuat 

keputusan yang lebih akurat guna memperbaiki kualitas pembelajaran. 

Peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh tata kelola sekolah yang baik, termasuk 

pelaksanaan otonomi sekolah dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah. Otonomi sekolah 

memberikan keleluasaan bagi setiap institusi untuk mengatur sumber daya, kurikulum, serta metode 

pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. (Robinson et al., 2008)  menemukan bahwa 

otonomi sekolah yang disertai akuntabilitas tinggi dapat membawa peningkatan kinerja sekolah dan prestasi 

belajar siswa secara signifikan. Kepemimpinan sekolah yang efektif juga menjadi salah satu faktor utama 

dalam mendorong peningkatan mutu pembelajaran dan kinerja guru. Temuan ini diperkuat oleh (Hatimah 

et al., 2025) yang menunjukkan bahwa kepemimpinan instruksional kepala sekolah berpengaruh positif 

terhadap pengembangan profesional guru dan mutu pembelajaran. Kepala sekolah berperan sentral dalam 

menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan profesional guru. Selain itu, kepemimpinan 

yang terdistribusi dapat menambah otonomi dan pemberdayaan guru, yang pada akhirnya turut 

meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. 

Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh adanya komunitas belajar 

profesional dan kemampuan guru dalam memanfaatkan data serta teknologi dalam proses belajar-mengajar. 

Jaringan profesional ini memungkinkan para guru untuk saling bertukar praktik terbaik, mengembangkan 

kompetensi pedagogik, dan mendorong inovasi pembelajaran yang berkesinambungan di lingkungan 

sekolah. (Head & Alford, 2015) juga menemukan bahwa komunitas belajar profesional yang terorganisasi 

dapat memperkuat kolaborasi antar guru dan meningkatkan kapasitas sekolah untuk melakukan perbaikan 

secara terus-menerus. Dalam hal peningkatan mutu pengambilan keputusan pendidikan,  (Ni Ketut Erna 

Muliastrini, 2025) menegaskan pentingnya literasi data bagi guru agar informasi akademik siswa bisa 

dijadikan landasan dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Sementara itu, (Ratnawati & 

Lestari, 2025) membuktikan bahwa integrasi teknologi pendidikan secara sistematis mampu mendorong 

inovasi pembelajaran dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar di era digital. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dalam 

meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas proses pembelajaran kebijakan yang 

dijalankan oleh sekolah, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memperkenalkan 

Model L–EARN sebagai kerangka analisis berbasis proses yang menyoroti pentingnya memahami konteks 

pendidikan (listen), membangun empati kebijakan (empathize), melakukan analisis bukti (analyze), 

menyusun rekomendasi yang relevan (recommend), serta menjalankan implementasi kebijakan secara 

berkelanjutan (navigate). Model ini menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya 

dipengaruhi oleh desain regulasi, tetapi juga kemampuan sistem pendidikan untuk belajar bersama melalui 
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pemanfaatan data, refleksi, dan adaptasi secara terus-menerus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap listen yang optimal membantu sekolah mengenali 

kebutuhan belajar murid serta tantangan struktural secara lebih tepat. Tahap empathize menekankan 

perlunya menempatkan guru dan siswa sebagai inti perubahan, sehingga pelaksanaan kebijakan tidak 

sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar berfokus pada kebutuhan riil pembelajaran. Pada tahap 

analyze, pentingnya kerangka analisis berbasis data di sekolah dapat membantu mengurangi jarak antara 

sasaran kebijakan dan praktik di lapangan. Selanjutnya, tahap recommend berperan dalam membantu 

sekolah merumuskan strategi perbaikan mutu yang lebih sesuai konteks, realistis, dan terukur. 

Tahap navigate memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi melalui supervisi 

akademik, pemberian umpan balik yang konsisten, keterlibatan komunitas guru, serta pemanfaatan Rapor 

Pendidikan untuk memantau kemajuan mutu secara objektif. Model L–EARN juga menyoroti bahwa 

framing atau pembingkaian merupakan unsur kunci dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan Merdeka 

Belajar. Dengan membingkai kebijakan sebagai proses peningkatan mutu yang menghadirkan otonomi dan 

ruang kreativitas bagi sekolah, bukan sekadar urusan administratif, maka dukungan publik, legitimasi 

sosial, dan penerimaan dari guru dapat meningkat secara signifikan. Pembingkaian yang tepat sangat 

membantu dalam menyelaraskan tujuan kebijakan nasional dengan kondisi lokal tanpa kehilangan inti dari 

transformasi pembelajaran. 

Secara umum, Model L–EARN memperlihatkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan 

memerlukan proses pembelajaran kebijakan yang terstruktur, melibatkan partisipasi berbagai pihak, dan 

bersifat berkelanjutan. Model ini menegaskan bahwa kesuksesan Merdeka Belajar sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan sekolah dalam memahami konteks, mengelola perubahan, memanfaatkan data secara optimal, 

serta menavigasi tantangan implementasi di tengah keragaman kondisi sosial, geografis, dan sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, Model L–EARN bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk mendiagnosis kesiapan 

satuan pendidikan, menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta meninjau konsistensi upaya 

peningkatan mutu pada setiap jenjang. Selain itu, kerangka L–EARN juga dapat dijadikan acuan strategis 

nasional guna memperkuat sistem tata kelola mutu pendidikan. Kerangka ini membantu pemerintah, dinas 

pendidikan, dan sekolah memastikan bahwa implementasi Merdeka Belajar benar-benar membawa dampak 

pada peningkatan mutu pembelajaran, relevansi kurikulum, dan pemerataan hasil belajar siswa di seluruh 

Indonesia 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil telaah, direkomendasikan agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar tidak 

hanya difokuskan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada penguatan proses pembelajaran 

kebijakan di tingkat sekolah. Pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan perlu lebih 

menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi guru dan 

kepemimpinan kepala sekolah, supaya transformasi pembelajaran dapat berjalan secara berkelanjutan. 

Selain itu, pemanfaatan data pendidikan dari Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan sebaiknya 
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dioptimalkan sebagai dasar pengambilan keputusan di sekolah. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk 

melakukan penelitian empiris dengan menguji penerapan Model L–EARN secara langsung di satuan 

pendidikan untuk memperkuat validitas hasil dan memperdalam pemahaman mengenai dinamika 

pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar dalam konteks yang lebih spesifik. sekadar program administratif, 

maka dukungan publik, legitimasi sosial, dan penerimaan guru dapat meningkat secara signifikan. 

Pembingkaian yang tepat membantu menyelaraskan tujuan kebijakan nasional dengan konteks lokal tanpa 

menghilangkan esensi transformasi pembelajaran. 
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